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ABSTRAK 

 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas 

menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha BPSK 

melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan 3 (tiga) cara, 

yaitu: mediasi, arbitrase dan konsiliasi, yang dilakukan atas pilihan dan bukan 

penyelesaian sengketa secara berjenjang. Penyelesaian melalui mediasi oleh BPSK  

diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti 

rugi mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian 

yang diderita oleh konsumen. Mediasi pada umumnya di Pengadilan dan di luar 

pengadilan berbeda dengan mediasi di BPSK, selain itu penyelesaian sengketa 

melalui mediasi di BPSK apabila dikaitkan dengan UUPK masih terdapat 

ketidaksesuaian. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu dilakukan langsung di 

kantor BPSK Kota Yogyakarta. Penelitan ini bersifat deskriptif-analitik yakni data 

yang diperoleh akan diolah dan menghasilkan analisis data berupa pemaparan 

mengenai situasi yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah yurids-empiris. 

Adapun teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah wawancara, observasi, 

dokumentasi dan studi pustaka. Subyek penelitian ini adalah Sekretariat dan Mediator   

BPSK Kota Yogyakarta. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis deduktif-kualitatif. 

 Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK Kota Yogyakarta 

melaui proses mediasi pada tahun 2016-2019 adalah konsumen yang dirugikan 

mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada BPSK Kota Yogyakarta, 

setelah diterima, konsumen yang memilih cara mediasi akan menempuh sidang 

mediasi dan di akhir persidangan akan ada pembacaan putusan BPSK. Selanjutnya, 

penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK Kota Yogyakarta melaui proses mediasi 

belum dapat dikatakan sesuai dengan UUPK, karena pertama, BPSK Kota 

Yogyakarta hampir tidak pernah meminta bantuan penyidik ketika panggilan BPSK 

tidak diindahkan oleh pelaku usaha, kedua, molornya waktu penyelesaian sengketa, 

ketiga, putusan majleis BPSK dengan mediasi tidak mengikat para pihak jika berada 

di luar BPSK. 

Kata kunci: sengketa konsumen, BPSK, mediasi 
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MOTTO 

 

“ laa Haula Wala Quwwta Illa Bilah “ 

Tidak ada upadaya dan tidak ada kekuatan kecuali dari Alloh. 

 

Berbuat baiklah kepada orang lain, ketika kita membantu orang 

lain, maka kita akan dibantu oleh Alloh meski bukan dari orang 

yang telah kita bantu. 

 

Bersungguh-sungguhlah pada setiap proses, cintai kegagalan, dan 

jangan pernah putus berdo’a, maka hasil tidak akan mengkhianati 

mereka. 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini Saya persembahkan khusus untuk sosok wanita hebat, sosok pejuang, 

salah satu garda terdepan di tengah pandemi saat ini, seorang Ahli Teknologi 

Laboratorium Medik (ATLM ) yang berperan dalam penanganan Covid-19 dengan 

pakaian kehormatannya yakni Alat Pelindung Diri lengkap bekerja keras 

berhadapan langung dengan virus demi mencegah wabah meluas, 

 beliau adalah Mami, Ibuku tercinta, 

 Kakak-Kakak tersayang, Adik, 

Dan segenap keluarga, sahabat, serta seluruh teman yang selalu mendukung saya 

sampai saat ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi 

ekonomi, dan harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta 

kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh di 

pasar. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, diperlukan peningkatkan 

kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi dirnya serta menumbuh-kembangkan sikap pelaku usaha yang 

bertanggung jawab. Maka dari itu, diperlukan ketentuan hukum yang melindungi 

kepentingan konsumen di Indonesia, yaitu diberlakukannya Undang Undang  Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
1
 

Sejak berlakunya UU Perlindungan Konsumen, apabila konsumen merasa 

dirinya dirugikan oleh pelaku usaha, maka sesuai Pasal 45 ayat (1) konsumen dapat 

menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa 

antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan 

peradilan umum. 

Melalui ketentuan diatas dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan 

sengketa konsumen, terdapat dua pilihan yaitu: 

                                                           
1
 Konsideran Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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1. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan 

pelaku usaha, atau 

2. Melaui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. 

Menjadi persoalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) diatas adalah 

penunjukan “lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan 

pelaku usaha”. Ketentuan ini kurang jelas tentang “lembaga” yang dimaksud. Namun 

di dalam pasal lainnya menerangkan bahwa “Pemerintah membentuk Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa 

konsumen di luar pengadilan.”
2
 Berarti dari pasal tersebut Pemerintah menunjuk 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk menyelesaikan sengketa antara 

konsumen dan pelaku usaha.  

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas 

menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang 

dibentuk dan diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang tugas 

utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan 

pelaku usaha.
3
 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan sebuah 

badan yang berada di bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan, yang 

beranggotakan unsur perwakilan aparatur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha 

                                                           
2
 Pasal 49 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

3
 Yusuf Shofie, 2002, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3. 
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atau produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh Menteri, dalam menangani dan 

mengatur permasalahan konsumen. 

Tujuan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah untuk 

melindungi konsumen maupun pelaku usaha dengan menciptakan sistem 

perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan 

informasi. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diharapkan akan 

menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen dan pelaku usaha  

biasanya nominalnya kecil sehingga konsumen enggan untuk mengajukan 

sengketanya di pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dan besarnya 

kerugian yang dialami.
4
 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melaksanakan penanganan dan 

penyelesaian sengketa konsumen, dengan 3 (tiga) cara, yaitu mediasi, arbitrase dan 

konsiliasi, ini terdapat dalam ketentuan Pasal 52 UUPK
5
. Untuk menindaklanjuti 

ketentuan Undang-Undang tersebut, Menteri Perindustrian dan perdagangan RI telah 

mengeluarkan SK No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen. Penyelsaian sengketa konsumen oleh BPSK diselesaikan melalui cara 

                                                           
4
 Kurniawan, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) di Indonesia Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan dan Kendala-Kendala di 

BPSK”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 3:41 (Juli-September 2011), hlm. 334.  
5
 Pasal 52 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berisi tugas dan wewenang 

badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:  a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian 

sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbirase atau konsiliasi.  
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konsiliasi atau mediasi atau arbitrase, yang dilakukan atas pilihan dan bukan 

merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang (Pasal 4 UUPK).
6
 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menjalankan tugasnya 

memiliki slogan atau motto, yaitu “Cepat, Murah, dan Sederhana” pengertian cepat 

adalah penyelsaian kasus hanya 21 hari, murah yang berarti tidak dipungut biaya alias 

gratis, dan sederana yang berarti syarat pengajuan pengaduan mudah. 

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan, termasuk melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memiliki 

kelebih 

an dan kekurangan masing-masing, diantaranya: Penyelesaian sengketa 

melalui pengadilan dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa 

salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantaraan pengadilan, 

sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan berdasar pada 

kehendak dan iktikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa.
7
 

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki sifat eksekutorial dalam 

arti pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang. 

Sedangkan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat dipaksakan 

pelaksanaannya sebab bergantung pada kehendak dan itikad baik dari para pihak.
8
 

                                                           
6
 Muskibah, “Analisis Mengenai Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen,” Jurnal Lingkunan 

Hidup, Perlindungan dan Pengeloaan, Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm 147. 
7
 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, 

Konsiliasi, dan Arbitrase, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), hlm. 9.   
8
 Ibid. 
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Penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada umumnya dilakukan dengan 

menyewa jasa dari advokat/pengacara sehingga biaya yang harus dikeluarkan 

tentunya besar. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan tentu harus mengikuti 

persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal di pengadilan dan sebagai 

akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan suatu sengketa menjadi lebih lama. 

Sedangkan, penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan tidak mempunyai 

prosedur-prosedur atau persyaratan-persyaratan formal sebab bentuk dan tata cara 

penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.
9
 

Penyelesaian sengketa pada proses pengadilan yang bersifat terbuka 

mengandung makna bahwa siapa saja dapat menyaksikan dan melihat jalannya 

persidangan, terkecuali untuk perkara tertentu, misalnya perkara asusila. Sedangkan 

sifat rahasia dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan berarti hanya pihak-pihak 

yang bersengketa yang dapat menghadiri persidangan dan bersifat tertutup untuk 

umum sehingga segala hal yang diungkap pada pemeriksaan, tidak dapat diketahui 

oleh khalayak ramai dengan maksud menjaga reputasi dari para pihak yang 

bersengketa.
10

 Berdasarkan kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa di 

pengadilan dan di luar pengadian tersebut, keunggulan berpihak pada penyelesaian di 

luar pengadilan.  

                                                           
9
 Ibid. 

10
 Ibid.  
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Sementara instrumen hukum mediasi selama ini pelaksanaannya di 

Pengadilan merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan sebelumnya juga hasil revisi dari 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003. Peraturan Mahkamah Agung RI 

Nomor 1 Tahun 2008 belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang 

lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan.
11

  

Sedangkan proses mediasi di luar pengadilan tidak diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Pengaturan hanya terbatas pada penggunaan mediasi, tetapi 

tidak tentang acara atau proses penyelenggaraan mediasi, salah satunya UU No 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh sebab itu, 

proses mediasi di luar pengadilan umumnya didasarkan pada hasil pengalaman 

praktisi mediasi dan penelitian para ahli. Dengan demikian, proses mediasi sangat 

bervariasi tergantung pada konteks penggunannya, yaitu antara mediasi di luar 

pengadilan dan mediasi terintegrasi dengan pengadilan serta tergantung pada masalah 

sengketanya, para pihak, dan pengalaman mediator. Meskipun terdapat keberagaman 

dapat ditemukan juga kesamaan-kesamaan proses mediasi dalam berbagai konteks.
12

 

Persidangan dengan cara mediasi dan tata cara penyelesaian sengketa dengan 

cara mediasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur dalam Keputusan 

                                                           
11

 Konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan.   
12

 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 100.   
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Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 350/MPP/Kep/12/2001 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 30 

dan 31.  

Penyelesaian melalui mediasi yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen secara normatif merujuk kepada Pasal 47 UUPK, yang berbunyi 

“Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk 

mencapai kesepakaan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai 

tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang 

kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.” Yang menjadi masalah adalah 

sejauh mana usaha dari mediator untuk menyelesaikan sengketa konsumen khususnya 

mengenai teknis-teknis cara mediasi, yang mana di dalam UUPK tidak diatur secara 

jelas. 

Penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi dilakukan sendiri oleh para 

pihak yang bersengketa dengan didampingi majelis yang berindak aktif sebagai 

mediator. Jadi dalam hal ini Majelis menyerahkan sepenunya proses penyelesaian 

sengketa kepada para pihak, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi, 

maupun bertindak aktif dengan memberikan nasihat, petunjuk, saran, arahan, dan 

upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa.
13

 

Berdasarkan uraian diatas, mediasi pada umumnya di Pengadilan dan di luar 

Pengadilan memang berbeda dengan mediasi di BPSK mulai dari segi pengaturannya, 
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 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 350/MPP/Kep/12/2001 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 31. 



 
 

20 
 

proses berlangsungnya, hingga akhir mediasinya. Selain itu, penyelesaian sengketa 

konsumen melalui mediasi di BPSK jika dikaitkan dengan Undang-undang 

pembentuknya, yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, masih terdapat ketidaksesuaian. Maka penulis tertarik melakukan 

penelitian skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta Melalui Proses 

Mediasi Tahun 2016-2019.” 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta melalui proses mediasi 

tahun 2016-2019? 

2. Apakah penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta melalui proses mediasi 

sudah sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut: 
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a. Untuk mendeskribsikan penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta melalui 

proses mediasi tahun 2016-2019. 

b. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta melalui 

proses mediasi apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan UU No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

2. Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian penulis ini, kegunaan yang akan dicapai terdiri dari 

dua aspek, yaitu: manfat teoritis dan praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan 

keilmuan, yakni Ilmu Hukum serta bisa dijadikan sebagai pedoman bagi 

mahasiswa ilmu hukum yang ingin meneliti penyelesaian sengketa 

konsumen melalui proses mediasi di BPSK. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan infor masi dan 

pemahaman terhadap masyarakat luas serta menjadi masukan dan 

pertimbangan hukum terhadap penyelesaian sengketa konsumen melalui 

proses mediasi di BPSK. 
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D. Telaah Pustaka 

Di dalam penulisan karya ilmiah ini dengan judul Penyelesaian Sengketa 

Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta 

Melalui Proses Mediasi Tahun 2016-2019, sebagai pembanding penulis melakukan 

penelusuran terhadap karya ilmiah yang sudah ada, antara lain: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Hendra dengan judul “Peranan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen Makassar Dalam Menyelesaikan Sengketa 

Konsumen Melalui Proses Konsiliasi (Pendekatan Kasus Tahun 2010-2015)”
14

. 

Pokok masalah skripsi ini membahas tentang bagaimana peran BPSK Makassar 

dalam menyelesaikan sengketa konsumen melalui proses konsiliasi di Makassar. 

Skripsi ini memiliki kesamaan dengan apa yang penulis bahas, yaitu sama-sama 

meneliti penyelesaian sengketa konsumen di BPSK. Yang membedakan skripsi 

Hendra dengan yang penulis bahas adalah lokasi penelitian, proses penyelesaian 

sengketa konsumen, dan tahun penelitian. Lokasi penelitian Hendra ada di BPSK 

Makassar, sedangkan penulis berada di BPSK Kota Yogyakarta. Skripsi yang ditulis 

Hendra meneliti tentang sengketa konsumen yang melalui proses konsiliasi, 

sedangkan penulis melalui proses mediasi. Tahun penelitian skripsi Hendra adalah 

tahun 2010-2015, sedangkan penulis tahun 2016-2019. 
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 Hendra, “Peranan adan Penyelesaian Sengketa Konsumen Makassar Dalm Menyelesaikan 

Sengketa Konsumen Melalui Proses Konsiliasi (Pendekatan Kasus Tahun 2010-2015),” Skripsi 

Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, 2016. 
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Kedua, skripsi Lidia Asrida dengan judul “Peranan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tebing Tinggi dalam Perlindungan Konsumen di 

Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara,”
15

 skripsi ini bertujuan untuk 

mengetahui peranan BPSK Kota Tebing Tinggi dalam perlindungan terhadap hak-hak 

konsumen di Kota Tebing Tinggi dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi 

dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak konsumen di Kota Tebing Tinggi. 

Skripsi ini ada kesamaan dengan yang penulis bahas, yaitu sama-sama penelitiannya 

di BPSK. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi Lidia membahas tentang 

perlindungan konsumen sedangkan penulis membahas tentang penyelesaian sengketa 

konsumennya dalam proses mediasi. Serta lokasi penelitian dan tahun penelitian yang 

berbeda, yaitu Lidia di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2015 sedangkan penulis di 

Kota Yogyakarta pada tahun 2016-2019. 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Norman Wicaksono dengan judul “Peran 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta Dalam 

Menyelesaikan Sengketa Kredit Bermasalah.”
16

 Adapun tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sengketa kredit bermasalah melalui BPSK 

Kota Yogyakarta, serta untuk mengetahui permasalahan yang berpotensi muncul di 

dalam akta perjanjian kesepakatan damai penyelessaian sengketa kredit bermasalah 
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 Lidia Asrida, “Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tebing Tinggi 

dalam Perlindungan Konsumen di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara,” Skripsi  Program 

Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. 
16

 Norman Wicaksono,”Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta 

Dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah,” Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 
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melalui BPSK. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan fokus pada 

penyelesaian kasus sengketa konsumen yang melalui proses mediasi. 

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Riska Fitriani dengan judul “Penyelesaian 

Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Siak,”
17

 penelitian ini 

mengenai bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui mediasi antara suatu PT 

dengan masyarakat di Kabupaten Siak. Berbeda dengan yang penulis teliti, 

perbedaannya terletak pada objek sengketanya, kalau jurnal Riska sengketa lahan 

hutan, sedangkan penulis sengketa konsumen. Walaupun sama-sama meneliti 

penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, namun lokasi penelitiannya berbeda, 

yaitu Riska di Kabupaten Siak, sedangkan penulis di BPSK Kota Yogyakarta.  

Terakhir adalah makalah yang ditulis oleh I Gede Agus Satrya Wibawa dan I 

Nengah Suharta dengan judul “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara 

Mediasi Terhadap Produk Cacat Dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab 

Produsen,”
18

 tujuan penlitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme 

penyelesaian sengketa terhadap poduk cacat dalam kaitannya dengan tanggung jawab 

produk menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Penyelesaianya sama-sama melalui mediasi, namun penulis menliti 

proses mediasi yang dilakukan oleh BPSK Kota Yogyakarta. Perbedaan lainnya yaitu 

                                                           
17

 Riska Fitriani, “Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi di Kabupaten 

Siak,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3: 1.  
18

 I Gede Agus Satrya Wibawa dan I Nengah Suharta, “Mekanisme Penyelesain Sengketa 

Konsmen Secara Mediasi Terhadap Produk Cacat Dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab 

Produsen,” Makalah Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.  
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penulis membahas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen oleh 

BPSK Kota Yogyakarta.    

E. Kerangka Teoritik 

 

1. Teori Perlindungan Konsumen 

Perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan 

kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu 

untuk dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat 

dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada 

zaman modern saat ini. 

Dalam perlindungan konsumen dikenal hak-hak konsumen secara 

universal yang harus dilindungi dan dihormati, yaitu:
19

 

a. Hak keamanan dan keselamatan 

b. Hak atas informasi 

c. Hak untuk didengar 

d. Hak atas lingkunga hidup 

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengatauran perlindungan 

konsmen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan 

kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha 
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 Abdul Halim, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. ke-1 (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 

3. 
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dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung 

jawab. 

2. Teori Penyelesaian Sengketa Alternatif 

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute 

Resolution (ADR) adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 

Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat 

berupa penyelesaian sengketa melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi.
20

 

Penyelesaian sengketa alternatif merupakan suatu alternatif yang layak 

dipertimbangkan karena bercirikan win-win solution, penyelesaian konflik 

secara tuntas, sederhana, cepat, tidak birokratis, praktis, dan murah. Dalam 

proses penyelesaian sengketa melalui APS, para pihak dapat menentukan 

sendiri secara bebas tentang prosedur, acara berperkara, lokasi, dan dapat 

memantau prosesnya secara langsung. Para pihak dapat secara bebas 

mengambil keputusan atau menentukan apakah dalam proses penyelesaian 

ditemukan suatu model/bentuk penyelesaian yang lebih menguntungkan kedua 

pihak sehingga langsung dapat menetapkan perdamian.
21

 

Sifat yang menonjol dalam APS adalah suasana yang informal dalam 

proses pelaksanaanya yang berbeda dengan formalitas pada sistem penyelesaian 

sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh hanya 
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 Taufikkurrahman, “Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa 

Konsumen,” Jurnal Iqtishadia, Vol. 2: 1 (Juni 2015), hlm 27. 
21

 Marwah M. Diah, “Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar 

Pengadilan,” Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol 5:2 (April 2008), hlm. 112. 
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para pihak yang bersengketa ataupun melalui keputusan ataupun bantuan pihak 

ketiga (arbiter maupun mediator). Spirit sukarela, keinginan untuk 

menyelesaikan sengketa berdasarkan kerjasama (perjanjian) merupakan modal 

dasar bagi tercapainya win-win solution dalam APS.  

3. Teori Mediasi 

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai yang 

melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat 

diterima pihak-pihak yang bersengketa.
22

 

Mediasi yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak 

ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, 

yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian 

(solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.
23

 Menurut Mas Ahmad 

Santosa dan Anton L.P. Hutapea, mediasi adalah negosiasi yang dihadiri 

oleh pihak ke tiga netral yang tidak memiliki kewenangan untuk 

memutskan.
24

 

Suyud Margono menyatakan bahwa dalam berbagai kepustakaan 

setidak-tidaknya dapat ditemukan 10 (sepuluh) definisi tentang mediasi. Dari 
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 http://repository.radenintan.ac.id/3003/3/BAB_II_LANDASAN_TEORI.pdf  akses 4 Novemer 

2019. 
23

 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2006), hlm. 2.  
24

 Djafar Al Bram, Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi, Cet. ke-1 (Jakarta Selatan: 

PKIH FHUP, 2011), hlm. 11. 
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rumusan-rumusan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian mediasi 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
25

 

a. Sebuah proses penyelesaian sengketa yang berdasarkan 

perundingan. 

b. Adanya pihak ketiga yang netral, yang disebut mediator, yang 

terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam 

perundingan tersebut. 

c. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan-

keputusan selama proses perundingan berlangsung. 

d. Tujuan mediasi ialah untuk mencapai atau menghasilkan 

kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa 

untuk mengakhiri sengketa. 

F. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi  ini adalah 

penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan langsung 

di lapangan, dimaksudkan agar penulis dapat memperoleh informasi dan data 

yang nyata, dalam hal ini dilakukan di Kantor Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta. 
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni data yang diperoleh 

seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, analisis dokumen, dan catatan  

lapangan tersebut akan diolah dan menghasilkan analisis data berupa 

pemaparan mengenai situasi yang diteliti. 

3. Pendekatan penelitian 

Penulis menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang 

dilakukan untuk menganalisa sejauh mana aturan hukum itu berlaku secara 

efektif. Pendekatan yuridis berfungsi untuk menganalisa aturan yang berlaku 

mengenai penyelesaian sengketa konsumen. Sedangkan empiris digunakan 

untuk menganalisa sejauh mana aturan tersebut efektif dalam menangani 

penyelesaian sengketa konsumen melalui proses medasi di BPSK Kota 

Yogyakarta pada tahun 2016 hingga 2019. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh 

terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta. 

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan 

penelitian di lapangan melalui observasi, wawancara, dan mengumpulkan 
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data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti di Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta. 

b. Data Skunder 

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh 

dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai 

literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi 

penelitian. Sumber data skunder dalam penelitian ini dibagi menjadi 3, 

yaitu: 

1) Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-

undangan. 

2) Bahan hukum sekunder yang terdiri atas rancangan perundang-

undangan, hasil penelitian, dokumen-dokumen, buku-buku literatur, 

jurnal, artikel, brosur, dan sumber lain yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam skripsi ini, yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung 

antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk 

mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu 

penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Penulis 
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melakukan wawancara secara langsung kepada sumber informasi yang 

telah ditetapkan sebagai subyek penelitian guna mendapatkan data dan  

informasi untuk dijadikan sebagai bahan analisis. Wawancara akan 

dilakukan dengan narasumber bagian Sekretariat BPSK Kota Yogyakarta 

dan Mediator BPSK Kota Yogyakarta.  

b. Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan 

oleh peneliti dalam  rangka pengumpulan data dengan cara mengamati 

fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. Setelah 

melakukan studi pustaka, penelititan dilanjut dengan melakukan 

pengamatan terhadap kegiatan yang dilaksanakan di kantor BPSK Kota 

Yogyakarta.  

c. Dokumentasi 

Teknik selanjutnya dengan dokumentasi, yaitu dengan cara 

mengumpulkan data tertulis berupa dokumen sidang yang sudah selesai 

diproses tahun 2016-2019 oleh BPSK Kota Yogyakarta. 

d. Studi Pustaka 

Sebelum dilakukannya penelitian langsung di lapangan, terlebih 

dahulu mengumpulkan berbagai literatur yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan diteliti. 

6. Analisis Data 
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Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan lengkap, tahap berkutnya 

yaitu melakukan analisis data. Dalam menarik kesimpulan dengan 

menggunakan analisis deduktif-kualitatif, demi mendapatkan kesimpulan yang 

bersifat khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, dengan 

menggunakan sumber informasi yang relevan hasil dari observasi dan 

wawancara dengan beberapa sumber informan yang terkait dalam penelitian ini. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah penelitian ini, maka 

garis besar pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan untuk 

memberikan gambaran tentang pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini memuat latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, menjelaskan ketentuan tentang tinjauan umum penyelesaian 

sengketa konsumen, meliputi tinjauan umum perlindungan konsumen, tinjauan umum 

penyelesaian sengketa konsumen, dan tinjauan umum Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen. 

Bab ketiga, mermaparkan tinjauan umum penyelesaian sengketa konsumen 

oleh BPSK Kota Yogyakarta melalui proses mediasi, yang akan membahas gambaran 

umum BPSK Kota Yogyakarta dan kasus yang masuk pada tahun 2016-2019. 
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Bab keempat, berisi analisia penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK 

Kota Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dan teori mediasi. 

Bab kelima, adalah bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran 

atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka yang mencakup semua 

sumber referensi yang digunakan untuk penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian 

lapangan, serta pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab 

sebelumnya, berikut penyusun sajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap 

permasalahan dalam penulisan hukum ini: 

1. Penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) Kota Yogyakarta melalui proses mediasi tahun 2016-2019 mengacu 

pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 

350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK Pasal 

30 dan 31, yaitu konsumen yang dirugikan mengajukan permohonan 

penyelesaian sengketa kepada BPSK Yogyakarta, setelah diterima, konsumen 

yang memilih penyelesaian dengan cara mediasi selanjutnya pihak BPSK akan 

menunjuk majelis untuk ditetapkan sebagai mediator. Prosedur yang dilakukan 

dalam sidang mediasi berawal dari penyampaian bukti-bukti dan kronologi 

peristiwa di muka persidangan, kemudian majelis menyampaikan pendapatnya 

sebagai bahan pertimbangan kedua belah pihak, dan akan terus berlanjut sesuai 

kemauan dan kesepakatan kedua belah pihak, kemudian diakhiri dengan 

kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam Surat Perjanjian 
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Perdamaian dengan Cara Mediasi dan dilampiri Putusan BPSK yang dibacakan 

pada akhir persdiangan. 

2. Penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) Kota Yogyakarta melalui proses mediasi belum dapat dikatakan sesuai 

dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena Pertama, 

BPSK Yogyakarta hampir tidak pernah meminta bantuan kepada penyidik ketika 

panggilan BPSK tidak diindahkan oleh pelaku usaha, hal ini bertentangan dengan 

Pasal 52 huruf i. Kedua, waktu penyelesaian sengketa yang selalu melebihi batas 

ketentuan, yaitu lebih dari 21 hari kerja, hal in bertentangan dengan ketentuan 

Pasal 55, dan ini juga tidak sesuai dengan salah satu motto BPSK yaitu cepat. 

Ketiga, putusan Majelis BPSK dengan cara mediasi tidak mengikat para pihak 

jika berada di luar BPSK, hal ini bertenangan dengan Pasal 54 ayat (3). 

B. Saran-saran 

1. Untuk pejabat pembuat undang-undang khususnya UUPK supaya merevisi 

pasal pasal dalam UUPK yang saling tumpang tindih, dan membuat peraturan 

teknis yang belum ada dalam UUPK agar dapat dilaksanakan. 

2. Komunikasi yang baik antara penyidik dengan BPSK Kota Yogyakarta secara 

institusi perlu di bangun. Sehingga nantinya, jika diperlukan kerjasama antara 

penyidik dengan BPSK Kota Yogyakarta, permasalahan dapat terselesaikan 

dengan baik. 
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3.  Untuk pemerintah supaya mensosialisasikan keberadaan dan fungsi BPSK 

kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, kepada para pelajar sampai 

mahasiswa dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, kegiatan ini 

dapat dilaksanakan bersama pihak BPSK, agar BPSK dapat berfungsi secara 

optimal dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. 

4. BPSK Kota Yogyakarta harus menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat 

luas, dengan cara sosialisasi secara langsung ke desa-desa, sekolah-sekolah, dan 

perguruan tinggi, sosialisasi dapat dilakukan secara virtual dengan aktif di 

media sosial, seperti Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, sehingga 

diharapkan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada 

dan kapanpun waktunya. Jika BPSK terus menunjukan eksistensinya, 

masyarakat akan lebih mengenal dan mempercayakan BPSK sebagai lembaga 

yang dapat menyelesaikan permasalahan konsumen di luar Pengadilan. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA SEKRETARIAT BPSK 

YOGYAKARTA 

Narasumber: Sekretariat BPSK Yogyakarta 

1. Apa peran BPSK dalam menangani sengketa konsumen? 

2. Apa yang melatarbelakangi pengadu untuk memilih BPSK daripada institusi 

yang lain? 

3. Apakah permohonan penyelesaian sengketa dapat diwakilkan? 

4. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di BPSK? Lalu 

bagaimana tahapan-tahapannya? 

5. Apakah kelebihan dan kekurangan masing-masing bentuk penyelesaian 

menurut BPSK? 

6. Apakah ada spesialisasi kasus yang harus diselsaikan dengan penyelesaian 

tertentu? 

7. Ketika proses penyelesaian sengketa gagal, apakah masih bisa dilakukan 

penyelesaian sengketa denan bentuk lain? 

8. Apa saja yang sudah dilakukan BPSK Kota Yogyakarta untuk menangani 

sengketa konsumen? 

9. Apa saja kasus yang sudah ditangani BPSK Kota Yogyakarta? 

10. Berapa data kasus sengketa konsumen yang masuk dalam tahun 2016-2019? 

11. Apa saja kasus yang ditangai oleh BPSK Kota Yogyakarta melalui mediasi 

tahun 2016-2019? 

12. Dimana proses penyelesaian sengketa dilakukan? Apakah memungkinkan 

jika dilakukan di luar Kantor BPSK? 

13. Apakah ada biaya demi terlaksanana proses penyelesaian sengketa? 

14. Berapa lama BPSK menangani sengketa konsumen melalui proses mediasi? 

15. Bagaimana jika salah satu pihak atau keduanya yang bersengketa tidak hadir 

setelah dipanggil? Dan berapa kali maksimal pemanggilan? 

16. Apakah ada alasan yang dapat diterima untuk tidak hadir dalam penyelesaian 

sengketa? 

17. Apabila dalam proses mediasi tercapai kesepaktan, apakah ada surat 

kesepakatan yang dikeluarkan oleh BPSK? 
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18. Apakah hasil kesepakatan itu mengikat para pihak yang bersengketa?  

19. Bagaimana pelaksanaan eksekusi perjanjian tersebut? Bagaimana jika para 

pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan hasil kesepakatan? 

20. Apabila tidak tercapai kesepakatan, bagaimana langkah selanjutnya? Apa 

upaya hukum yang dapat ditempuh?  
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA MAJELIS MEDIASI BPSK 

YOGYAKARTA 

Narasumber: Mediator BPSK Yogyakarta 

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa melalui proses mediasi? (alur 

penyelesaian sengketa sidang mediasi) 

2. Apa saja prosedur yang dilakukan mediator dalam menyelesaikan sengketa? 

3. Kedudukan produsen dan konsumen adalah kedudukan yang berbeda, 

bagaimana upaya yang dilakukan oleh mediator BPSK terkait perbedaan 

tersebut, sehingga ke-2 belah pihak memiliki kedudukan yang seimbang? 

4. Bagaimana kewenangan majelis dalam hal proses penyelesaian sengketa? 

5. Apa upaya yang dilakukan oleh mediator demi terselesaikannya sengketa 

mediasi? 

6. Apa acuan atau pedoman yang digunakan oleh mediator dalam menyelesikan 

sengketa melalui mediasi? Seperti di PN ada PERMA No.1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kalau sidang mediasi di BPSK 

menggunakan apa? 

7. Ada berapa majelis mediasi/ mediator dalam sidang mediasi? Jika ada lebih 

dari 1, apa kewenangan masing-masing majelis? 

8. Bagaimana sifat putusan yang dikeluarkan mediator BPSK? Apakah bisa di 

eksekusi langsung? Ataukah harus dibawa ke Pengadilan? 
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